PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang
efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan
Olahraga, perlu melakukan penataan organisasi dan tata
kerja Kementerian Pemuda dan Olahr  aga;

bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian
Pemuda dan Olahraga telah mendapatkan persetujuan
tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden
Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan
Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda
dan Olahraga tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Pasal 17 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or
6994) ;

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);



Menetapkan

2.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya
disebut  Kementerian adalah  kementerian  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemuda dan olahraga.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.

BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2
(1) Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Presiden.
(2) Kementerian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 3
(1) Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu
oleh wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2) Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(3) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam
memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
(4) Ruang lingkup tugas wakil Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau
pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
b. membantu Menteri dalam  mengoordinasikan
pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi
dalam jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon | di
lingkungan Kementerian.

Pasal 4
Menteri dan wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur
pemimpin dalam Kementerian.

Pasal 5
Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara.

Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:
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perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pelayanan
kepemudaan , pembudayaan olahraga, peningkatan
prestasi olahraga , dan pengembangan industri olahraga
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pelayanan kep emudaan, pembudayaan olahraga,
peningkatan prestasi olahraga, dan pengembangan
industri olahraga ;

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi

di lingkungan Kementerian;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggung jawab Kementerian;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan
Kementerian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB Il |
ORGANISASI

Pasal 7

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:

Sekretariat Kementerian;

Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan ;

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;

Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga,;

Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan

Keolahragaan;

g. Staf Ahli Bidang Regulasi Kepemudaan dan
Keolahragaan;

h. Staf Ahli Bidang Transformasi dan Tata Kelola
Birokrasi;

I Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat, Daerah, dan
Internasional ; dan

~oQo0oTp

J- Inspektorat.
Bagan susunan organisasi Kementerian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

BAB |V
SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8
Sekretariat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri.
Sekretariat Kementerian dipimpin  oleh  Sekretaris
Kementerian.



Pasal 9
Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Kementeria n.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan Kementerian;

b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran Kementerian;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi  ketatausahaan, sumber daya manusia ,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang -
undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang
milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan
barang/jasa,;

g. pengelolaan data dan informasi; dan

h.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 11
Susunan organisasi Sekretariat Kementerian terdiri atas:
a. Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data ;
b. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ;
c. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi ;
d. Biro Hukum dan Kerja Sama ; dan
e. Biro Keuangan dan Umum

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data

Pasal 12
Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana , program ,
dan anggaran, pengelolaan kinerja , fasilitasi  reformasi
birokrasi, serta pengelolaan da ta dan informasi

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, Biro Perencanaan , Manajemen Kinerja, dan Data

menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana , program , dan
anggaran Kementerian ;

b. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kinerja
Kementerian ;

c. perencanaan, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan
reformasi birokrasi  Kementerian ;
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pengelolaan data dan informasi Kementerian
pengelolaan sistem informasi Kementerian
pelaksanaan dukungan strategis pimpinan; dan
pelaksanaan layanan perpustakaan  Kementerian.

R

Pasal 14
Susunan organisasi Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja,
dan Data terdiria tas:
a. Bagian Tata Kelola Data dan Informasi  ; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana .

Pasal 15
Bagian Tata Kelola Data dan Informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 4 huruf a mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan koordinasi pengelolaan data dan informasi di
lingkungan Kementerian.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Bagian Tata Kelola Data dan Informasi

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasidan penyusunan kebijakan di
bidang data dan informasi Kementerian;

b. penyiapan koordinasi pelaksanaan pengumpulan data dan
informasi Kementerian;

C. penyiapan pengelolaan serta penyajian data dan informasi
Kementerian ; dan

d. pelaksanaan layanan perpustakaan Kementerian.

Pasal 17
Bagian Tata Kelola Data dan Informasi terdiri atas jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana .

Bagian Keempat
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Pasal 18
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 1 huruf b mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi dan pelayanan di bidang hubungan

masyarakat , keprotokolan , ketatausahaan, dan pengelolaan
persuratan .

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan hubungan masyaraka tdan hubungan media ;
b. pengelolaan pemberitaan, dokumentasi, dan publikasi

Kementerian;
c. pengelolaan urusan keprotokolan Kementerian ;
d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Kementerian ; dan
e. pengelolaan persuratan Kementerian .



Pasal 20
Susunan organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
terdiri atas:
a. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan  ; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Pasal 21
Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf a mempunyai tugas
melaksanakan urusan keprotokolan dan ketatausahaan
pimpi nan.

Pasal 2 2

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan wurusan keprotokolan dan keamanan
pimpinan;

b. pelaksanaan fasilitasi rapat pimpinan ;

c. pelaksanaan upacara dan acararesmi Kementerian ; dan

d. pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha pimpinan.

Pasal 23
Susunan organisasi  Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan
terdiri atas:
a. Subbagian Protokol,
b Subbagian Tata Usaha Menteridan  Wakil Menteri ;
c. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kementerian;
d. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus; dan
e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Pasal 24
Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 3
huruf a mempunyai tugas melakukan  pengelolaan urusan
keprotokolan dan keamanan pimpinan , fasilitasi rapat

pimpinan, serta upacara dan acararesmi Kementerian .

Pasal 25
Subbagian Tata Usaha Menteri dan Wakil Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 huruf b mempunyai tugas

melakukan pelayanan ketatausahaan kepada Menteri dan
Wakil Menteri.

Pasal 26
Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kementerian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 3 huruf ¢ mempunyai tugas
melakukan pelayanan ketatausahaan kepada Sekreta ris
Kementerian.

Pasal 27
Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 3 huruf d mempunyai tugas
melakukan pelayanan ketatausahaan kepada Staf Ahli dan Staf
Khusus .
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Bagian Kelima
Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Pasal 28
Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf ¢ mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sumber daya
manusia, pemberian dukungan administrasi sumber daya
manusia , serta pelaksanaan penataan organisasi dan tata
laksana.

Pasal 29
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan sumber daya manusia di lingkungan
Kementerian ;
b. pengembangan sumber daya manusia di lingkungan

Kementerian ;

c. pengelolaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di
lingkungan Kementerian ;

d. pengelolaan administrasi sumber daya manusia di
lingkungan Kementerian ;

e. penataan dan penguatan organisasi Kementerian ; dan

penataan tata laksana Kementerian .

—h

Pasal 30
Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas  jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana

Bagian Keenam
Biro Hukum dan Kerja Sama

Pasal 31
Biro Hukum dan Kerja Sama  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
dan penyusunan peraturan perundang -undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum , fasilitasi kerja sama , dan
layanan pengadaan barang/jasa pemerintah .

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31, Biro Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan

fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang -
undangan ;

b. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
di lingkungan Kementerian ;

c. pemberian layanan hukum dan pelaksanaan advokasi
hukum di lingkungan Kementerian ;

d. koordinasi dan  fasilitasi kerja sama di lingkungan
Kementerian ; dan

e. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah
di lingkungan Kementerian .



Pasal 33
Susunan organisasi Biro Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:
a. Bagian Fasilitasi dan Advokasi  Hukum ;
b. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa ; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Pasal 34
Bagian Fasilitasi dan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 huruf a mempunyai tugas melaksanakan
koordinasidan fasilitasi layanan hukum serta advokasi hukum

Pasal 35
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34, Bagian Fasilitasi dan Advokasi Hukum
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penelaahan kasus dan masalah hukum;
b. pelaksanaan advokasi dan bantuan hukum;
C. pemberian dukungan administrasi hukum
penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
d. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum ;
dan
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi
dan advokasi hukum.

Pasal 36
Bagian Fasilitasi dan Advokasi Hukum terdiri atas jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana

Pasal 37
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 huruf b mempunyai tugas

melaksanakan layanan pengadaan barang / jasa pemerintah.

Pasal 38
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37, Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan dan koordinasi pengadaan
barang / jasa pemerintah ; dan

b. pelaksanaan layanan  pengadaan barang/jasa
pemerintah .

(2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) , dalam pelaksanaan tugas sebagai unit kerja
pengadaan barang/jasa berdasarkan peraturan
perundang -undangan, Bagian Layanan Pengadaan
Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;

b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
barang/jasa pemerintah ;

c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan
pengadaan barang / jasa pemerintah ; dan

d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau
bimbingan teknis pengadaan barang / jasa
pemerintah .



Pasal 39
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana

Bagian Ketujuh
Biro Keuangan dan Umum

Pasal 40
Biro Keuangandan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf e mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
pengelolaan keuangan, layanan kerumahtanggaan, urusan
keamanan dalam, barang milik/kekayaan negara, dan Klinik
serta kearsipan Kementerian .

Pasal 41
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40, Biro Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:
a. pengelol aanurusan keuangan dilingkungan Kementerian ;
b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan di lingkungan
Kementerian;
Cc. pengelolaan urusan keamanan dalam di lingkungan
Kementerian;
d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan
Kementerian ;
e. pengelolaan kearsipan Kementerian; dan
pengelolaan klinik

—

Pasal 42
Susunan organisasi Biro Keuangan dan Umum terdiri atas:
a. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan ; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Pasal 43
Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 huruf a mempunyai tugas

melaksanakan layanan kerumahtanggaan, pengelolaan urusan
keamanan dalam, pengelolaan barang milik /kekayaan negara,
dan perlengkapan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43, Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan urusan kerumahtanggaan ;
b. pengelolaan urusan keamanan dalam; dan
c. pelaksanaan pengelolaan barang milik  /kekayaan negara

dan perlengkapan.

Pasal 45
Susunan organisasi Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
terdiri dari atas:
a. Subbagian Barang Milik Negara; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana .



-10 -

Pasal 46
Subbagian Barang Milik Negara  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan
barang milik /kekayaan negara.

BAB V
DEPUTI BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 47
(1) Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan
unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri.
(2) Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan dipimpin oleh
Deputi.

Pasal 48
Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan
kepemudaan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 48, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan kepemudaan;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pelayanan kepemudaan,;

C. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pelayanan kepemudaan,;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pelayanan kepemudaan;

e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pelayanan kepemudaan;

f.  pelaksanaan administrasi Deputi; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 50

Susunan organisasi Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan

terdiri atas:

a. Sekretariat Deputi  Bidang Pelayanan Kepemudaan ;

b. Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan
Kepemudaan;

c. Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah;

d. Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan
Swasta,

e. Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi,
dan Komunitas Pemuda; dan

f. Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global.
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Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan

Pasal 51
Sekretariat ~ Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a mempunyai

tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi
di lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51, Sekretariat Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan

menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana kinerja, program ,
dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Pelayanan
Kepemudaan ;

b. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan , analisis , dan
evaluasi program , anggaran, serta capaian kinerja  di
lingkungan Deputi  Bidang Pelayanan Kepemudaan

c. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem

pengendalian intern di lingkungan Deputi Bidang
Pelayanan Kepemudaan ;

d. penatausahaan barang milik’lkekayaan negara di
lingkungan Deputi  Bidang Pelayanan Kepemudaan ;

e. pengelolaan keuangan di lingkungan Deputi Bidang

Pelayanan Kepemudaan ;
f. pemberian dukungan administrasi yang meliputi

kerumahtanggaan, ketatausahaan, persuratan dan
kearsipan , hukum, hubungan masyarakat, data dan
informasi,  sistem informasi, sumber daya manusia
organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Deputi

Bidang Pelayanan Kepemudaan ; dan
g. penyusunan laporan  Deputi .

Pasal 53
Sekretariat Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan terdiri atas
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Bagian Keempat
Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan

Pasal 54
Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b mempunyai

tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan
evaluasi kebijakan di bidang sistem dan strategi pelayanan
kepemudaan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 54, Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan

Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem dan
strategi pelayanan kepemudaan;
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b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan;

C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang sistem dan strategi pelayanan
kepemudaan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan
kebijakan di bidang sistem dan strategi pelayanan
kepemudaan; dan

e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan
strategi pelayanan kepemudaan.

Pasal 56
Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan
terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Bagian Kelima
Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah

Pasal 57
Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf ¢ mempunyai
tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan
evaluasi kebijakan di bidang bina kepemudaan pusat dan
daerah.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan  perumusan Kkebijakan di bidang bina
kepemudaan pusat dan daerah;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang bina kepemudaan pusat dan daerah;

C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang  bina kepemudaan pusat dan daerah;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan
kebijakan di bidang bina kepemudaan pusat dan daerabh;

dan
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina

kepemudaan pusat dan daerah.

Pasal 59
Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah terdiri atas
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Bagian Keenam
Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta

Pasal 60
Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d mempunyai

tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan
evaluasi kebijakan di bidang bina kepemudaan badan usaha
dan swasta.
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Pasal 61
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan
Swasta menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan  perumusan Kkebijakan di bidang
kepemudaan badan usaha dan swasta;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang bina kepemudaan badan usaha dan swasta;
C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria di bidang  bina kepemudaan badan usaha dan

swasta;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan

kebijakan di bidang bina kepemudaan badan usaha dan

swasta; dan

e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
bina

pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang
kepemudaan badan usaha dan swasta.

Pasal 62
Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta
terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Bagian Ketujuh
Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan
Komunitas Pemuda

Pasal 63
Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan
Komunitas Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal
huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan,
koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang
transformasi  kepramukaan, organisasi, dan komunitas
pemuda.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 63, Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan,

Organisasi, dan Komunitas Pemuda menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi
kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda,;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan
komunitas pemuda;

C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang transformasi kepramukaan, organisasi,
dan komunitas pemuda;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan
kebijakan di  bidang transformasi kepramukaan,
organisasi, dan komunitas pemuda; dan

e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi
kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda.

bina

50
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Pasal 65
Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan
Komunitas Pemuda terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan
pelaksana .

Bagian Kedelapan
Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global

Pasal 66
Asisten  Deputi  Pengembangan  Kepemudaan  Global
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f mempunyai

tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan
evaluasi kebijakan di bidang pengembangan kepemudaan
global.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 66, Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan
kepemudaan global,

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pengembangan kepemudaan global;

C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang pengembangan kepemudaan global;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan
kebijakan di bidang pengembangan kepemudaan global,

dan
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengembangan kepemudaan global.

Pasal 68
Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global terdiri atas
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

BAB V|
DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 69
(1) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf ¢ merupakan unsur
pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri.
(2) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh
Deputi.

Pasal 70
Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan
olahraga.
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Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 70, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pembudayaan olahraga;

C. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pembudayaan olahraga;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pembudayaan olahraga;

e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pembudayaan olahraga;

f.  pelaksanaan administrasi Deputi; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 72
Susunan organisasi Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
terdiri atas:
a. Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga,;
b. Asisten Deputi Olahraga Pendidikan;
c. Asisten Deputi Olahraga Masyarakat;
d. Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus; dan
e. Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Pembudayaan
Olahraga .

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 73
Sekretariat  Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a mempunyai

tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi
di lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 74
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73, Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi danpenyusunan rencanakinerja, program,dan
anggaran di lingkungan  Deputi Bidang Pembudayaan

Olahraga ;
b. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan
evaluasi program, anggaran, serta capaian kinerja di

lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ;
c. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem

pengendalian intern di lingkungan Deputi Bidang
Pembudayaan Olahraga ;
d. penatausahaan barang milik’/kekayaan negara di

lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ;
e. pengelolaan keuangan di lingkungan Deputi Bidang
Pembudayaan Olahraga ;
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f.  pemberian dukungan administrasi yang meliputi
kerumahtanggaan, ketatausahaan, persuratan dan
kearsipan, hukum, hubungan masyarakat, data dan
informasi, sistem informasi, sumber daya manusia,
organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Deputi
Bidang Pembudayaan Olahraga ; dan

g. penyusunan laporan Deputi

Pasal 75
Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri atas
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Bagian Keempat
Asisten Deputi  Olahraga Pendidikan

Pasal 76
Asisten Deputi Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 huruf b mempunyai tugas melaksanakan
perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di
bidang olahraga pendidikan.

Pasal 77
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76, Asisten Deputi Olahraga Pendidikan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang olahraga
pendidikan ;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang olahraga pendidikan ;

C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang  olahraga pendidikan ;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan
kebijakan di bidang olahraga pendidikan ; dan

e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga
pendidikan .

Pasal 78
Asisten Deputi  Olahraga Pendidikan terdiri atas jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana

Bagian Kelima
Asisten Deputi  Olahraga Masyarakat

Pasal 79
Asisten Deputi Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di
bidang olahraga masyarakat.

Pasal 80
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79, Asisten Deputi Olahraga Masyarakat
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan Kkebijakan di bidang olahraga

masyarakat ;
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b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang olahraga masyarakat ;

C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang  olahraga masyarakat ;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan
kebijakan di bidang olahraga masyarakat ; dan

e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga
masyarakat .

Pasal 81
Asisten Deputi  Olahraga Masyarakat terdiri atas jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana

Bagian Keenam
Asisten Deputi  Olahraga Layanan Khusus

Pasal 82
Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 huruf d mempunyai tugas

melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan
evaluasi kebijakan di bidang  olahraga layanan khusus.

Pasal 83
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82, Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan Kkebijakan di bidang olahraga

layanan khusus ;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang olahraga layanan khusus ;

C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang  olahraga layanan khusus ;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan
kebijakan di bidang olahraga layanan khusus ; dan

e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga
layanan khusus

Pasal 84
Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus terdiri atas jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana

Bagian Ketujuh
Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga

Pasal 85
Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e mempunyai
tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan
evaluasi kebijakan di bidang tenaga dan organisasi
pembudayaan olahraga.
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Pasal 86
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 85, Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Pembudayaan

Olahraga menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tenaga dan

organisasi pembudayaan olahraga ;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga ;

C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang  tenaga dan organisasi pembudayaan
olahraga ;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan
kebijakan di bidang tenaga dan organisasi pembudayaan
olahraga ; dan

e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan

organisasi pembudayaan olahraga

Pasal 87
Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga
terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

BAB VI
DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 88
(1) Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf

merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin
oleh Deputi.

Pasal 89
Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai
tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
peningkatan prestasi olahraga.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 89, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan prestasi
olahraga;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang peningkatan prestasi olahraga;

C. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang peningkatan prestasi olahraga;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
peningkatan prestasi olahraga;

e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang peningkatan prestasi olahraga;

d
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f.  pelaksanaan administrasi Deputi; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 91
Susunan organisasi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi
Olahraga terdiri atas:
a. Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,;
b. Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahragawan Muda,;
c. Asisten Deputi Olahragawan Elit;
d. Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
Prestasi; dan
e. Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;

Pasal 92
Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a mempunyai

tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi
di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 92, Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi

Olahraga menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana kinerja, program, dan
anggaran di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan
Prestasi Olahraga ;

b. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, dan
evaluasi program, anggaran, serta capaian Kkinerja di
lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga ;

c. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem

pengendalian intern di lingkungan Deputi Bidang
Peningkatan Prestasi Olahraga ;
d. penatausahaan barang milik/kekayaan negara di

lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga ;

e. pengelolaan keuangan di lingkungan Deputi Bidang
Peningkatan Prestasi Olahraga ;

f.  pemberian dukungan administrasi yang meliputi
kerumahtanggaan, ketatausahaan, persuratan dan
kearsipan, hukum, hubungan masyarakat, data dan
informasi, sistem informasi, sumber daya manusia,
organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Deputi
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga ; dan

g. penyusunan laporan Deputi
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Pasal 94
Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Bagian Keempat
Asisten Deputi  Sentra Pembinaan Olahragawan Muda

Pasal 95
Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahragawan Muda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b mempunyai

tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan
evaluasi kebijakan di bidang sentra pembinaan olahragawan
muda .

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 95, Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahragawan Muda

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan Kkebijakan di bidang sentra
pembinaan olahragawan muda;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang sentra pembinaan olahragawan muda;

C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang sentra pembinaan olahragawan muda;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan
kebijakan di bidang sentra pembinaan olahragawan muda;
dan

e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sentra
pembinaan olahragawan muda.

Pasal 97
Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahragawan Muda terdiri
atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Bagian Kelima
Asisten Deputi  Olahragawan Elit

Pasal 98
Asisten Deputi  Olahragawan Elit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91 huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan perumusan,
koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang
olahragawan elit

Pasal 99
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 98, Asisten Deputi Olahragawan Elit menyelenggarakan

fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang olahragawan
elit;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang olahragawan elit;

C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang olahragawan elit;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan
kebijakan di bidang olahragawan elit; dan
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e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahragawan
elit.

Pasal 100
Asisten Deputi  Olahragawan Elit terdiri atas jabatan fungsional
dan jabatan pelaksana

Bagian Keenam
Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi

Pasal 101
Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d mempunyai
tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan
evaluasi kebijakan di bidang tenaga dan organisasi
keolahragaan prestasi

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 101, Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
Prestasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tenaga dan
organisasi keolahragaan prestasi ;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di
bidang tenaga dan organisasi keolahragaan prestasi ;

C. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan
prestasi ;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan
kebijakan di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan
prestasi ; dan

e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan
organisasi keolahragaan prestasi

Pasal 103
Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi
terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Bagian Ketujuh
Asisten Deputi  Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi

Pasal 104
Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e mempunyai

tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan
evaluasi kebijakan di bidang sarana dan prasarana olahraga
prestasi .

Pasal 105
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 104, Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Olahraga
Prestasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana dan
prasarana olahraga prestasi ;






